
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan berbasis 
teknologi informasi

Ik: indeks SPBE

Meningkatnya kualitas  
Informasi dan Komunikasi 
Publik Pemerintah Daerah 

yang disediakan
Ik:

Jumlah informasi dan 
dokumentasi publik yang 

disediakan

Terlaksananya pengelolaan 
penyebarluasan informasi dan 

komunikasi publik
Ik: Persentase jenis informasi 

publik penyelenggaraan 
pemerintah yang dipublikasikan

Tersedianya publikasi informasi 
pemerintahan secara elektronik

Ik: Jumlah konten informasi pemerintah 
yang dipublikasikan

Terlaksanya fasilitasi 
pengaduan layanan publik 
Ik: Presentase pengaduan 

layanan publik yang 
difasilitasi

Terlaksananya koordinasi 
dan monitoring 

penanganan pengaduan 
layanan publik

Ik: Persentase OPD yang 
menindaklanjuti pengaduan 

tepat waktu

Meningkatnya kualitas layanan 
infrastruktur Teknologi 

Informatika (TI)
Ik: Persentase ketersediaan 

layanan pusat data

Terlaksananya 
penerapan management 

Aset TIK
Ik: Persentase OPD yang 

menerapkan management 
Aset TIK

Tersedianya layanan 
jaringan intra pemerintah
Ik: Persentase ketersediaan 

layanan jaringan intra 
pemerintah

Terlaksananya koordinasi 
dan sosialisasi penggunaan 

sistem penghubung 
layanan

Ik: Jumlah API (Application 
Programming Interface) 

yang dikelola

 Terlaksananya penerapan 
management data

Ik: Persentase OPD yang 
menerapkan management 

data

Meningkatnya Tingkat 
Kematangan Kapabilitas Proses 

SPBE
Ik: Persentase aplikasi yang 

dimanfaatkan oleh perangkat 
daerah

Meningkatnya Pengelolaan SPBE
Ik: Persentase aplikasi yang dikembangkan 
dengan siklus pembangunan aplikasi

Tercapainya fasilitasi 
pengembangan aplikasi 

pemerintahan
Ik: Jumlah aplikasi yang 

difasilitasi 
pengembangannya 

menggunakan SDLC 
(Software Development 

Life Cycle)

Tersusunnya 
dokumen tata 

kelola SPBE
Ik: Jumlah pedoman 
pelaksanaan SPBE 
yang disusun dan 

dievaluasi

Meningkatnya Kualitas Data 
Statistik Sektoral yang 

disediakan
Ik: Jumlah rekomendasi 

kebijakan data yang 
disediakan

Tersusunnya Analisa Data 
Sektoral 

Ik: Persentase analisa data 
sekotral yang disusun

Terlaksananya koordinasi 
dan sinkronisasi 

pelaksanaan Satu Data
Ik: Jumlah OPD yang 
mengumpulkan data 

statisktik sektoral

Meningkatnya Kualitas 
Keamanan Sistem Elektronik

Ik:  -.Jumlah Aplikasi yang 
sudah menerapkan keamanan 

informasi

Terlaksananya Pengamanan 
Informasi terhadap Serangan 

Cyber 
Ik: -. Persentase penangan 

serangan cyber

Terlaksananya pengelolaan sumber daya 
keamanan informasi

Ik: Jumlah OPD yang menerapkan 
manajemen keamanan informasi

K. Strategis

K. Urusan

K. Taktis

K. Operasional



URUSAN PERSANDIAN

SR 5 : MENINGKATNYA 
KEAMANAN SISTEM ELEKTRONIK

IS8. Jumlah Aplikasi yang 
sudah menerapkan keamanan 
informasi

P4. Program Penyelenggaraan 
Persandian Untuk Pengamanan 

Informasi

IP6. Persentase Indikator 
SPBE yang dievaluasi

IP7. Persentase aplikasi 
yang dikembangkan 

dengan siklus 
pembangunan aplikasi

IP8. Persentase OPD 
yang Berkolaborasi 

dalam Penerapan SPBE

IP9. Persentase OPD yang 
menerapkan Manajemen 

Layanan SPBE

IP11. Persentase OPD 
yang memanfaatkan 

ruang server

IP12. 
Persentase 
OPD yang 

menerapkan 
management 

data

IP15. Persentase Penanganan 
Serangan Cyber 

K6. Penyelenggaraan persandian 
untuk pengamanan informasi 
pemerintah daerah kabupaten/kota

Jumlah OPD yang 
mengumpulkan data 
statistik sektoral

Jumlah OPD yang 
menyusun atau mengolah 
data secara terpilah 
gender

Jumlah Data Induk 
yang dikelola

Persentase OPD yang 
menindaklanjuti 
pengaduan tepat waktu

Persentase panggilan 
kedaruratan yg 
ditindaklanjuti

Jumlah pedoman 
pelaksanaan SPBE yang 
disusun dan dievaluasi

Jumlah Dokumen 
Perencanaan SPBE 
yang dievaluasi

Jumlah Indikator Evaluasi 
SPBE yang dipenuhi 
Data Dukung dan 
Narasinya

Jumlah aplikasi yang 
difasilitasi 
pengembangannya 
menggunakan SDLC 
(Software Development 
Life Cycle)

Persentase 
Ketersediaan Layanan 
Jaringan Intra 
Pemerintah

Jumlah OPD yang 
dibina untuk 
menerapkan 
management aset 
TIK

Jumlah OPD yang menerapkan 
management keamanan informasi

SK1. Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan, Analisis Dan 
Diseminasi Data Statistik 
Sektoral

SK1. Peningkatan 
kapasitas SDM 
Pemerintah Daerah dalam 
Peningkatan mutu 
Statistik Daerah yang 
Terintegrasi

SK1. 
Pengembangan 
Infrastruktur

SK1. Monitoring Opini 
Dan Aspirasi Publik

SK1. Manajemen 
Komunikasi Krisis

SK1. Pelayanan Informasi 
Publik

SK2. Penyelenggaraan  
Hubungan  Masyarakat,  
Media dan Kemitraan 
Komunitas

SK1. Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik

SK4. Layanan 
Hubungan Media

SK1. Penatalaksanaan 
Dan Pengawasan E-
Government Dalam 
Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota

SK1. Sinkronisasi 
Pengelolaan Rencana 
Induk Dan Anggaran 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik

SK1. Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pengembangan 
Ekosistem SPBE

SK1. Pengembangan 
Aplikasi Dan Proses 
Bisnis Pemerintahan 
Berbasis Elektronik

SK1. Pengembangan 
Dan Pengelolaan 
Ekosistem Kabupaten/ 
Kota Cerdas Dan Kota 
Cerdas

SK2. Pengembangan Dan 
Pengelolaan Sumber Daya 
Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi Pemerintah 
Daerah

SK1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan 
Dan Pengelolaan Sumber Daya 
Keamanan Informasi Pemerintah 
Daerah

Jumlah dokumen 
koordinasi dan 
sinkronisasi 
pengumpulan, analisis 
dan diseminasi data 
statistik sektoral

Jumlah   SDM   yang   
Meningkat   Kapasitasnya 
dalam Peningkatan Mutu 
Statistik Daerah yang
Terintegrasi

Jumlah 
infrastruktur 
statistik

Jumlah dokumen hasil 
monitoring opini dan 
aspirasi publik

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan 
Manajemen 
Komunikasi Krisis

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelayanan Informasi Publik

Jumlah Dokumen  
Kemitraan  dengan 
Masyarakat, Media dan 
Komunitas dalam 
Mendiseminasikan 
Informasi Program atau 
Kebijakan

Jumlah dokumen hasil 
pelaksanaan 
pengelolaan media 
komunikasi publik

Jumlah Layanan 
Hubungan Media

Jumlah dokumen hasil 
penatalaksanaan dan 
pengawasan e-
government dalam 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil 
sinkronisasi 
pengelolaan rencana 
induk dan anggaran 
pemerintahan bersasis 
elektronik

Jumlah dokumen 
monitoring, evaluasi dan 
pelaporan 
penyelenggaraan SPBE

Jumlah aplikasi dan 
proses bisnis 
pemerintahan berbasis 
elektronik yang 
dikembangkan

Jumlah dokumen 
program inovasi yang 
diimplementasikan 
sesuai dengan 
masterplan smart city

Jumlah dokumen 
pelaksanaan 
pengembangan dan 
pemgelolaan sumber daya 
teknologi informasi dan 
komunikasi pemerintah 
daerah

Jumlah laporan analisis kebutuhan 
dan pengelolaan sumber daya 
keamanan informasi pemerintah 
daerah kabupaten/kota

SK2. Pengelolaan 
Konten Dan 
Perencanaan Media 
Komunikasi Publik

SK5. Penguatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Komunikasi Publik 

SK2. Pelaksanaan Keamanan 
Informasi Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik 
Dan Non Elektronik

Jumlah dokumen hasil 
pengelolaan konten dan 
perencanaan media 
komunikasi publik

Jumlah Sumber Daya 
Komunikasi Publik 
yang Meningkat 
Kapasitasnya

Jumlah laporan pelaksanaan 
keamanaan informasi pemerintahan 
daerah kabupaten/kota berbasis 
elektronik dan non elektronik

SK3. 
Penyediaan/Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah sarana dan 
prasarana pendukung 
informasi dan 
komunikasi publik 
pemerintah daerah 
kabupaten/kota

Jumlah layanan yang dikelola melalui service desk
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DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

MISI KE - 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntable  Serta  Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif Dan Kolaboratif  

TUJUAN 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang  Inovatif,  Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

INDIKATOR TUJUAN : Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN 1 RPJMD/TUJUAN RENSTRA :  Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan  pelayanan publik yang berkualitas berbasis  pemanfaatan Teknologi  informasi

INDIKATOR SASARAN 1 RPJMD/TUJUAN RENSTRA : Indeks SPBE

SR 4 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMATIKA (TI)

URUSAN STATISTIK URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG STATISTIK DAN INFORMASI PUBLIK BIDANG SPBE BIDANG TEKNOLOGI INFORMATIKA

IS5. Persentase pelaksanaan kebijakan SPBE yang dievaluasi IS6. Persentase aplikasi yang dimanfaatkan oleh Perangkat 
Daerah

SR1 : MENINGKATNYA DATA STATISTIK SEKTORAL YANG 
DISEDIAKAN SR2 : MENINGKATNYA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  YANG DISEDIAKAN SR 3 : MENINGKATNYA TINGKAT KEMATANGAN KAPABILITAS PROSES SPBE

IS7. Persentase Ketersediaan Layanan Pusat Data

P1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral P2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik P3.  Program Aplikasi Informatika

IS1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan data yang disediakan IS2. Persentase Pengaduan Pelayanan 
Publik Daerah yang diselesaikan

IS3. Jumlah informasi dan dokumentasi 
publik yang disediakan

IS4. Jumlah Konten Positif Pemerintah 
Kabupaten Gresik yang dipublikasikan

K5. Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota

IP1. Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun IP2. Persentase pengaduan layanan publik yang 
difasilitasi IP3. Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID

IP4. Persentase jenis informasi publik 
penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi

IP5. Persentase Dokumen Kebijakan yang 
dievaluasi IP10. Persentase OPD yang menerapkan 

management Aset TIK

IP14. Persentase OPD yang 
menggunakan sistem penghubung 

layanan

K1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 
Kabupaten/Kota K2. Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota K3. Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

K4. Pengelolaan Nama Domain Yang 
Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat 
Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah OPD yang menyediakan Daftar informasi dan 
dokumentasi publik

Jumlah konten informasi pemerintah  yang 
dipublikasikan Jumlah API yang dikelolaJumlah VPS yang dikelola

SK1. Penyelenggaraan Sistem 
Penghubung Layanan Pemerintah

Jumlah layanan publik 
yangterhubung dengan sistem 
penghubung layanan pemerintah 
daerah

Jumlah pusat data pemerintahan 
daerah yang dikelola

SK1. Pengelolaan Pusat Data 
Pemerintahan Daerah

SK1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 
Pemerintah Daerah

Jumlah sistem jaringan intra pemerintah 
daerah


